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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang  

digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi 

tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus 

Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis 

besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system 

tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini 

sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf  

Arab 
Nama 

Huruf  

Latin 
Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ś s (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ ḥ ح
h (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad Ş ص
s (dengan titik di 

bawah) 
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 Ḍad ḍ ض
d (dengan titik di 

bawah) 

 Ţa Ţ ط
t (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
z (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع 

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك 

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن 

 Waw W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 

 Ditulis muta‘aqqidīn متعقّدين 

 Ditulis ‘iddah عدةّ 

 

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

 ditulis Jama’ah : جماعة

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

 ditulis Ni’matullah : نعمة الل 

 ditulis Zakat al-Fitri : زكاة الفطر
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D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

 

1 
Fathah + alif 

 جَاهِلِيَّة  
ditulis 

Ā 

Jaāhiliyyah 

2 
Fathah + ya’mati 

عىَ  يَس 
ditulis 

Ā 

yas‘ā 

3 
Kasrah + ya’mati 

 كَرِي م  
ditulis 

Ī 

karīm 

4 
Dammah + 

wawumati 

ض    فًرُو 

ditulis Ū 

fur ūḍ 

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

dipisahkan Dengan Apostrof 

 ditulis a’antum : أأنتم

 ditulis mu’anntaŚ : مؤنث

G. Vokal Rangkap 

 

1 
Fathah dan ya’ sukun 

 Ditulis Bainakum بيَ نًكُم  

2 
Fathah dan wawu 

sukun 

قَكُم    فوَ 

Ditulis Fauqakum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al- 

 ditulis al-Qur’an : القران

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  

Syamsiyah yang mengikutinya 
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 ditulis as-sayyi’ah : السيعّة

 

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam 

rangkaian 

 ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul : شيخ الإسلام

Islam 
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MOTTO 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

(Q.S Al-Insyirah,94:5) 

 

Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, 

yang ingin tahu sebagian succes storiesnya. Jadi, berjuanglah 

untuk diri sendirimeskipun tidak akan ada yang tepung tangan. 

Kelak diri kita di masa akan sangat bangga dengan apa yang kita 

perjuangkanhari ini. 

 

Jadi, tetap berjuang ya!!! 
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ABSTRAK 

 

Fitroh Zulfiana, 2024, Pengaruh Labelisasi Terhadap Perilaku 

Konsumen Dalam Memilih Produk Jajanan Lebaran Di Kota 

Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Progrm Studi Hukum Ekonomi 

Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

Pembimbing, Dr. Mohammad Fateh, M.Ag 

Tujuan pemberian label pada makanan yang dikemas adalah 

untuk memastikan bahwa orang yang membeli atau mengkonsumsi 

makanan dapat mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. 

Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek 

perdagangan Banyak industri rumah tangga pangan atau bisnis kecil dan 

menengah yang bergerak di bidang makanan tradisional dalam 

kemasaan, seperti halnya di kota Pekalongan.  

Produk industry rumah tangga ini, terutama makanan dalam 

kemasan yang tidak diketahui halal haramnya, tentunya cukup berbahaya 

bagi masyarakat umum untuk dikonsumsi. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan pendekatan 

kualitatif.  Peneliti akan menjawab analisis mengenai bagaimana 

pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian jajanan lebaran di 

Kota Pekalongan dan apakah perlindungan hukum terhadap produk 

usaha kecil dan menengah tanpa label halal di Kota Pekalongan 

Labelisasi halal . 

Perlindungan hukum terhadap produk usaha kecil dan menengah 

tanpa label halal di pekalongan dapat terjamin sesuai dengan Undang-

Undang No 33 tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan jaminan 

produk halal belum berlaku secara maksimal disebabkan karena dua 

faktor :pertama karena penjual mengalami kesualitan dalam mengurus 

prosedur pendaftaran sertfikasi halal poada produk makanan kedua 

karena penjual mencantumkan labelisasi halal pada produk makanan 

tersebut hanya untuk formalitas agar menarik perhatian konsumen. 

Kata Kunci : Labelisasi, Perilaku Konsumen, Jajanan Lebaran 
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ABSTRACT 

Fitroh Zulfiana, 2024, The Effect of Labeling on Consumer Behavior 

in Choosing Eid Snack Products in Pekalongan City. Sharia Faculty 

Thesis Sharia Economic Law Study Program. State Islamic University 

(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Supervisor, Dr. Mohammad Fateh, M.Ag 

 

The purpose of labeling packaged food is to ensure that people 

who buy or consume food can get accurate and clear information. The 

use of labels in packaging is always related to trade aspects. Many home 

food industries or small and medium businesses operate in the field of 

traditional food packaging, as is the case in the city of Pekalongan.  

These home industry products, especially packaged food that is 

not known to be halal or haram, are certainly quite dangerous for the 

general public to consume. This type of research is field research, namely 

with a qualitative approach.  Researchers will answer the analysis 

regarding how the halal label influences the decision to purchase Eid 

snacks in Pekalongan City and whether there is legal protection for small 

and medium business products without a halal label in Pekalongan City. 

Halal labeling. 

Legal protection for small and medium business products without 

a halal label in Pekalongan can be guaranteed in accordance with Law 

No. 33 of 2014 concerning the implementation of halal product 

guarantee regulations which have not yet been implemented optimally 

due to two factors: first, because sellers experience difficulties in 

processing halal certification registration procedures. on the second food 

product because the seller includes halal labeling on the food product just 

as a formality to attract consumers' attention. 

Keywords: Labeling, Consumer Behavior, Eid Snacks 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlngsungan 

kehidupan. Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah 

maupun siap saji(instant), telah beredar luas di pasaran. Beredarnya 

produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah 

maupun pihak terkait (stakeholder) untuk memastikan bahwa 

produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar dan 

layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang 

dikonsumsi.Perlindungan ini juga mendorong produsen untuk 

mendistribusikan makanan yang sesuai dengan standart yang 

berlaku. 

Perlindungan makanan menjadi standart yang perlu dipenuhi. 

Hal ini karena produk makanan terdistribusi akan diserap oleh pasar 

yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama atau 

keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk 

mengkonsumsi makanan tertentu, semisal umat muslim yang 

diwajibkan untuk mengkonsumsi produk makanan halal atau umat 

Budha yang tidak boleh memakan makanan olahan sapi dan lain 

sebagianya. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk 

makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standart 

makanan sebelum distribusikan ke masyarakat. Standar jaminan 

dalam makanan sepenuhnya ditanggung oleh produsen atau media 

perantara yang mendistrisibusikan produk tersebut. Hal ini sesuai 

dengan UU pangan “Badan usaha yang memproduksi pangan olahan 

untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha 

diberi tanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya 

kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut.1 

 
1 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41. 
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Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk 

memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian 

hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam 

Undang-Undang Perlidungan konsumen bahwa “Perlindungan 

Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberikan jaminan konsumen. Oleh karena itu, konsumen 

berhak untuk mendapatkan informasi tentang kandungan produk, 

bahan yang dibuat serta kehalalan produk yang akan dikonsumsi. 

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan pelaku usaha dalam 

memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan 

kehalalan produksinya dan memberi label halal pada kemasannya. 

Kewajiban mencantumkan informasi makanan seperti yang telah 

dijelaskam dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa 

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan 

atau memperdagangkan barang dan jasa adalah “tidak” memasang 

label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, 

ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 

ketentuan yang harus dipasang atau dibuat. 

Produk makanan yang beredar di Kota Pekalongan sangat 

penting sekali terdapat nama produk dan label dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebab konsumen akan 

memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-

benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya konsumen muslim 

lebih memilih produk yang sudah berlabel resmi dibanding yang 

tidak ada labelnya yang produsen yang memiliki sertifikat halal akan 

segera akan menempel logo halal pada produksinya agar konsumen 

konsumen yakin bahwa makanan tersebut telah terjamin 

kehalalannya.  

Dengan banyaknya variasi produk pangan semakin banyak 

membuat konsumen memilih bermacam-macam jenis dan kualitas 
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produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keingannya. Di sisi 

lain, tidak adanya jaminan yang pasti terhadap produk-produk 

tersebut, maka munculah persoalan tersendiri bagi konsumen 

muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. 

Sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim, 

rakyat Indonesia menuntut tanggung jawab yang besar dari 

pemerintah dalam menjaga produk pangan yang beredar. Baik dalam 

hal cita rasa, sanitase hygience, kandungan gizi yang baik dan tidak 

membahayakan tubuh serta dapat dipastikan kehalalannya. 

Dalam UUPK No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak 

konsuen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Undang-undang ini 

menunjukan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim 

berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman 

dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman ini bagi konsumen 

muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan 

kaidah agamanya, yaitu halal. Berkenan dengan hal ini Indonesia 

telah mempunyai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang 

pangan, dengan menjelaskan  

(1). Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di 

bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat. 

(2). Untuk meningkatkan kebijakan kandungan gizi pangan olahan 

tertentu yang diperdagangkan. Pemerintah dapat menetapkan 

persyaratan khusus, mengenai komposisi pangan.2 

Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah 

agar masyarkat yang membeli atau mengkonsumsi pangan 

memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk 

pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, 

kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum 

memtuskan akan membeli atau mengkonsumsi pangan tersebut. 

 
2 Ahmad Mirudan Sutaman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm 34. 
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Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses 

pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan pangan yang 

dibunggkus dihadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan 

selalu berkaitan dengan aspek perdagangan. 3 

Selain itu, banyaknya produk yang belum bersertifikat halal 

mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk 

membedakan produk nmana yang benar-benar halal dan dapat 

dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak 

haram. Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-

Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2007, jumlah produk 

yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai 

nama besar di pasar. 

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku 

usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangar rentan. 

Disebabkan posisi tawar dilanggar. Terhadap posisi konsumen 

tersebut, harus dilindungi oleh hukum kepada masyarakat. 

Perlindungan terhada[p masyarakat tersebut harus diwujudkan 

dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.  

Dalam hukum Islam persoalan sertifikasi dan labelisasi halal 

tidak sebatas legalitas produk yang dihasilkan, tetapi produk pangan 

adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia (maqashid 

syariah), yaitu terwujudnya masyarakat muslim selaku konsumen 

bebas dari konsumsi yang haram. Oleh karena itu para ulama 

membuat suati kaidah yang berbunyi : ”Hukum asal segala sesuatu 

adalah boleh”. dalam hal ini agama Islam menganjurkan bahwa 

untuk memakan makanan yang halal lagi baik.4 

  

 
3 Republic Indonesia, Penjelasan Pasal 30 Aayat (1) Undang-Undang No 7 

Tahun 1996 Tentang Pangan, hlm. 56-57. 
4 Yusuf Qardawi, Halal Haram Dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 

hlm. 72. 
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Seperti firman Allah SWT: QS. Al-Maidah ayat 88: 

َ ٱلَّذِيٓ أنَتمُ بِهۦِ مُؤۡمِنُونَ   اۚ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ لٗا طَيِّبا ُ حَلََٰ ا رَزَقَكمُُ ٱللََّّ    ٨٨وَكلُُواْ مِمَّ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi yang baik dari 

apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan 

bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.5 

 

Ayat di atas menjelaskan makanan yang halal hukumnya wajib 

karena perintah agama tetapi juga menunjukan bahwa hal tersebut 

merupakan salah satu perwujudan dari rasa syukur dan beriman 

kepada Allah sebaliknya mengkonsumsi yang tidak halal dipandang 

mengikuti ajaran syaitan. 

Sekarang ini banyak pelaku usaha pangan yang berkala besar, 

sedang, kecil, salah satunya adalah usaha berskala rumah tangga, 

yakni pangan industri rumah tangga, yakni pangan industri rumah 

tangga (P-IRT). Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yaitu 

industri pangan memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan 

peralatan manual sehingga semi otomatis, yang memproduksi pangan 

olahan tertentu, dalam kelangsungan hidup konsumen sekarang lebih 

suka produk makanan cepat saji khususnya P-IRT karena lebih 

terjangkau di pasaran. 

Seperti halanya di Kota Pekalongan banyak industri rumah 

tangga pangan atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak di 

bidang makanan tradisional dalam kemasaan. Produk-produk industri 

rumah tangga tersebut terutama makanan dalam kemasan yang tidak 

diketahui halal haramnya tentunya produk tersebut cukup berbahaya 

apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen. 

Adanya industri rumah tangga yang tidak disertai percantuman 

label halal dan pemasarannya, tentu bertentangan dengan undang-

undang akan tetapi percantuman label halal dalam suatu yang 

 
5 Q.S Al-Maidah (88): 5 
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dipasarkan juga tidak diatur secara spesifik di dalam hukum Islam 

sehingga terlihat ada konsep yang berbeda antara hukum positif dan 

hukum islam yang mengatur kewajiban penerapan label halal 

terhadap produk makanan. 

Berdasarkan latar belakang masalah sehingga penulis tertarik 

mengkaji penelitian dengan judul Pegaruh Labelisasi Halal Terhadap 

Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Jajanan Lebaran Dikota 

Pekalongan.  

B. Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan, penulis 

merumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian 

jajanan lebaran di Kota Pekalongan? 

2. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal 

telah memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis Untuk pengaruh label halal terhadap 

keputusan pembelian jajanan lebaran di Kota Pekalongan 

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap produk usaha 

kecil dan menengah tanpa label halal di Kota Pekalongan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi khasanah baru dalam 

memberikan kontribusi terutama dibidang perlindungan hukum 

terhadap produk makanan yang tidak berlebel halal serta tingkat 

kepekaan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan 

rujuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut 

terkait permasalahan yang dibahas. 

2. Secara praktis 

a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi acuan 

oleh semua pihak terutama bagi masyarakat terkait dengan 
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perlindungan hukum terhadap regulasi norma-norma yang 

berlaku dalam membeli produk yang berlebel halal. 

b. Bagi para konsumen muslim nantinya bisa dijadikan untuk 

menambah wawasan atau pemahaman dalam membeli sebuah 

produk yang sesuia dengan regulasi yang ada yaitu produk yang 

telah memiliki produk yang sertifikasi halal. 

E. Kerangka Teori 

1. Labelisasi Halal 

Halal berasal dari bahasa Arab yang mempuntai arti sesuai 

dengan syariat atau diijinkan. Lawan dari kata halal adalah haran 

yang mempunyai pengertian tidak disyariatkan atau dilarang. 

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, penting baginya 

untuk mengkonsumsi produk halal, maka pemerintah harus cepat 

turun tangan menangani masalah halal haram pada produk-produk 

makanan yang beredar di Inonesia dan di Pekalongan pada 

khususnya. 

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 

Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal menegaskan bahwa 

“Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunkaan 

makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) 

benda-benda atau binatang yang diharamkan”.6 Hal ini pada efek 

mencegah (preventif) untuk menyukai sesuatu yang haram. 

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan 

kehalalan suatu produk sesuai dengan syraiat islam. Sertifikat halal 

ini merupakan syariat untuk mencantumkan label halal. Pemegang 

sertifikat Halal (MUI) sekarang Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan 

produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah 

tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, 

 
6 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi 

Fatwa Halal. 
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termasuk fotokopinya, tidak boleh digunakan atau dpasang untuk 

maksud-maksud tertentu. 7 

Undang-undang yang mengatur tentang sertifikat halal dan 

labelisasi halal adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini sudah disahkan, tetapi 

Undang-Undang ini berlaku selambat-lambatnya 2 tahun setelah 

disahkan dan tepat ditahaun 2016 ini Undang-Undang Jaminan 

Prduk Halal akan diberlakukan sertifikat halal akan dikeluarkan 

oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) setelah 

ditetapkan status kehalalan oleh fatwa MUI. Dlam melaksanakan 

wewenanngya, BPJPH bekerja sama dengan kementrian dan /atau 

lembaga terkait, LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal) dan MUI.8 

Label halal harus dicantumkan pada produksi makanan oleh 

produsen untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkannya 

benar kehalalannya atau keharamnnya. Aturan umum yang sudah 

berlaku mengenai pencantuman label halal pada produk makanan 

haruslah melalui pemeriksaan dan sertifikasi halal terlebih dahulu 

oleh pihak yang berwenang agar diketahui kehalalan komposisi 

dan asal usul serta caea memproduksi maknanan yang 

diproduksinya. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf 

b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintahan tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminana Produk Halal. Dasar Hukum PP ini adalah Pasal 

5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. PP ini mengatur 

mengenai antara lain:  

a. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH); 

b. Pemisahan lokasi tempat dan alat proses produk halal halal 

(PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi tempat dan alat 

 
7 Aksyunul Jannah, Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi, 

(Yogyakarta:Sukses offset, 22008), hlm. 263. 
8 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 7. 
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proses tidak halal yaitu meliputi proses penyembelihan 

pengelolahan penyimpanan pengemasan pendistribusian 

penjualan dan penyajian produk; 

c. Tata cara pendirian akreditasi lingkup kegiatan dan 

pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal 

(LPH) serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 

d. Hak dan kewajiban Pelaku usaha serta tata cara penetapan 

tugas dan fasilitasi penyedia halal; 

e. Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan dan penetapan 

Sertifikasi Halal oleh BPJPH; 

f. Kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil 

yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; 

g. Pencamtuman Label Halal dan keterangan tidak halal 

h. Pengawasan JPH oleh BPJPH dan lain-lain. 9 

Selain serifikai halal, produsen juga menggunakan label 

halal. Labelisasasi adalah pencantuman tulisan atau pernyataan 

halal pada kemasan produk untuk menunjukan bahwa produk yang 

dimaksud berstatus sebagai produk halal. Pemberian label halal 

terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal akan 

ditetapkan oleh BPJPH dalam bentuk label yang berlaku nasional. 

Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib 

mencantumkan Label Halal pada kemasan prdouk, bagian tertentu 

dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Kemudian 

Pencantuman Labelisasi Halal sebagaimana dimaksud haruis 

mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan 

dirusak. 

2. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting 

untuk dikaji karena fokus kajian teori pada perlindungan hukum 

yang diberikan kepada masyarakat. Masayarakat yang ada teori ini 

adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara 

 
9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 LN. 2021/No.49 TLN No. 6651 JDIH 

SETKAB. GO.ID. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021. 

(diakses pada tanggal 24 Januari 2023) 
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ekonomi maupun secara yuridis.Salim HS dan Erlies Septiana 

berpendapat bahwa istilah teori perkindungan hukum berasal dari 

bahasa Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkam dalam 

bahasa belanda disebut dengan theory van den wettelijke 

bescherming, dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der 

rechtiche schutz. 

Secara gramatikal, perlindungan hukum adalah : 

a. Tempat berlindung atau 

b. Hal (perbuatan) melindungi 10 

Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai 

hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada 

konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannyasebagai 

konsumen. Perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban 

konsumen, hak dan kewajiban produsen serta cara-cara 

mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. 12Berkaitan 

dengan perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggung 

jawab produk perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulum 

untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan. Istilah 

yang memerlukan penjelasan itu adalah produsen atau pelaku 

usaha, konsumen dan produk. 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 

perihal urgan konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi 

memakai istilah yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku 

usaha yang diarti sebagai: 

“Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, 

baik bertunda dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan pengertian 

 
10 H. Salim HS DanErlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada 

Penelitian Tesis Dan Disertai, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.259. 
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konsumen dari ahli bahasa dari kata consumer atau consument 

tergantung pada posisi mana ia berada. Secara garis besar 

konsumenlah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. 

Tujuan penggunaan barang atau jasa menentukan termasuk 

konsumen mana penggunan tersebut. 

3. Produk Usaha Kecil dan Menengah 

Usaha kecil dan menengah adalah suatu bentuk usaha yang 

dilihat dari skala usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya 

mempunyai jumlah pegawai 1-sampai 19 orang.11 Sementara 

usaha menengah mempunyai antar 20-99 orang. UKM ini telah 

terbukti merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan 

dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Usaha jecil dan 

menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan 

konstribusi yang signifikan dalam mengacu pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap kerja 

yang sangat besar dan di dekat dengan rakyat kecil.  

Usaha kecil didenifisikan sebagai kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan 

bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk peniagaan 

secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sbesar 1 (unit) 

miliar rupiah atau kurang.12 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan berisi tentang uraian mengenai hasil 

penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan persoalan yang akan 

di kaji, beberapa penelitian yang relevan antara lain: 

Pertama skripsi yang ditulis oleh Yuyun Ma’rifatul Inayah 

pada tahun 2020 mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

 
11 Jaidan Jauhuri Uoaya Pengembanagan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Dengan Memanfaatkan E-Commerce Jurnal Sistem Informasi (JSI) VOL. 3 No.1 April 

2010 hlm 159-168. 
12 Mariana Kristiyanti, Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam 

Pembangunan Nasional Jurnal Ilmiah Informatika Vol. 3 No. 1 Januari 2012 
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Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hambatan implementasi 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk 

halal studi kasus pada produk penjuak pentol keliling di Desa 

Ambarwang”. skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai 

Bagiamana pemahaman penjual pentol keliling pada produk 

makanan yang mereka jual di Desa Ambawang terhadap Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan 

apakah penjual pentol keliling sudah memhami kriteria makanan 

halal. 

Persamaan menggunakan teori yang ada dalam Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaan 

Rumusan Masalah yang diangkat lokasi penelitian dan subjek 

penelitian13 

Kedua, skripsi Mey Minanda Fakulats Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, 

yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan 

Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan 

Hukum Islam dan Hukum Positif”, temuan dalam skripsi adalah 

makanan yang mengandung halalan tayyiban diperbolehkan oleh 

Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh 

dengan cara yang baik dan benar, terutama makanan tersebut sehat, 

proposional, dan aman. Pencantuman tanggal pada produk bersifat 

wajib, sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku Ekonomi 

dan perlindungan Konsumen, si pelaku usaha memberikan 

perlindungan konsumen terhadap jiwa dan akal konsumen.14 Dalam 

penelitian di atas membahas tentang produk pangan industri rumah 

tangga tanpa tanggal kadaluwarsa. 

 
13 Yuyun Ma’arifatul Inayah “Hambatan Im,plem,entasi Undang-Undang 

Nom,or 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Studi Kasus pada Produk 

Penjual Pentol Keliling di Desa Ambawong”,(Skripsi: Univ,ersitas Islam, Negeri Syarif 

Hidayatullah 2021), 1 
14 Fahmi Abdussalam, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak adanya 

Pencantuman Informasi Produk Dalam Produksi Kripik Tempe (studi di Desa Debog 

Wetan Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal), Skripsi, Pekalongan: IAIN 

Pekalongan,2017), hlm.7. 
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Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan 

tentang produk makanan. Perbedaannya, penelitian ini lebih luas 

analisis dalam hukum positif. Sedangkan dalam penelitian yang 

penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan Perlindungan 

Hukum terhadap makanan yang belum berlabel halal. 

Ketiga, skripsi oleh Maria Ulfa yang berjudul “ Analisis Hukum 

Islam Tentang Penetapan Halal Pada Olahan Bakso Sony (Studi Pada 

Mjelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”. 2020. Masalah dalam 

skripsi ini memfokuskan pada kajian mekanisme penetapan halal 

pada olahan Bakso Sony terhadap aturan yang ditetapkan oleh MUI 

Provinsi Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan 

halal pada olahan Bakso Sony yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi 

Lampung. 

Hasil pada skripsi ini bahwa analisis hukum Islam tentang 

penetapan halal pada olahan Bakso Sony meliputi pendaftaran, 

monitoring, pra audit dan membayar akad sertifikat, pelaksanaan 

audit, rapat auditor halal LPPOM MUI, rapat komisi Fatwa MUI, 

ditetapkan kehalalannya, dan penerbitan sertifikasi halal. Dengan 

demikian dalam hal ini proses penetapan halal oleh MUI Provinsi 

Lampung sejalan dengan peraturan hukum Islam karena sudah jelas 

terhadap aturan yang kuat dalam setiap proses penetapannya sehingga 

tidak dapat diragukan lagi akan setiap proses yang telah dillaksanakan 

baik dari LPPOM hingga Komisi Fatwa MUI.15 

Persamaan sama-sama meneliti tentang kehalalannya pada 

produk makanan. Perbedaan pada skripsi ini adalah terletak skrispsi 

Maria Ulfa memfokuskan pada kajian tentang penetapan kehalalan 

suatu produk berdasarkan penetapan aturan MUI Provinsi Lampung 

dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan kehalalan produk 

yang dilaksankan oleh MUI Provinsi Lampung sedangkan pada 

 
15 Wildah Amalina, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Kehalalalan Produk Frozen Food (studi kasus toko frozen food Babadan, Ponorogo), 

Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorog, 2022), hlm.8. 
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skripsi ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap produk 

makanan yang tidak berlabelkan halal. 

Keempat, tesis oleh Aliyudin yang berjudul peran MUI dalam 

pelaksanaan Sertifikasi Halal pasca Undang-Undang No 33 Tahun 

2014 studi pada MUI Provinsi Lampung. 

Hasil pada tesis ini menjelaskan tentang ditetapkannya Undang-

Undang No 33 Tahun 2014 membawa perubahan sekaligus 

pertanyaan baru tentang kewenangan MUI dalam pelaksanaan 

sertifikasi halal. Pemerintah melalui Kementrian Agana membentuk 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lembaga baru 

yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal, yang sebelumnya 

dilaksanakan oleh MUI.16 

Persamaannya sama-sama meneliti tentang jaminan produk 

halal dalam UU No 33 Tahun 2014. Sedangkan dalam perbedaannya 

penulis ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 

konsumen dalam memilih produk jajanan nya, khususnya dalam yang 

beragama Islam. 

Kelima jurnal yang berjudul Kepastian Pengaturan Label Halal 

Produk Siap Saji Non Kemasan Pada Bisnis Online Bagi Masyarakat 

Dalam Era Pandemi Covid-19. 

Jurnal ini membahas tentang implikasi Pandemi Covid-19 

terhadap bisnsi online produk siap saji non kemasan terutama terkait 

dengan aspek pencantuman label halal, kendati Undang-Undang No 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkannya. 

Hal ini tentu saja menjadi suatu permasalahan mengingat aspek 

kehalalan produk merupakan salah satu isu penting bagi konsumen 

Indonesia yang sebagian mayoritas Islam. 17 

 
16 Ahmad Aliyudin, Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca 

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung), Tesis 

(Lmpung, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), hlm 7. 
17 Azizah “Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan 

Pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19. 
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Persamaannya sama-sama meneliti tentang Undang-Undang No 

33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya dalam 

skripsi ini lebih ke perlindungan konsumen dalam memilih jajanan 

dalam bentuk kemasan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yaitu dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian 

yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau 

peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif 

yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata- kata tertulis atau lisan dari oarng-orang atau perilaku 

yang dapat diamati.18 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Maksudnya yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskripdtif berupa kata- kata prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis maupun 

lisan dari beberapa orang yang akan diamati.19 Terkait penelitian 

ini, peneliti akan menganalisis permasalahan- permasalahan yang 

ada pada perlindungan hukum terhadap produk makanan yang 

tidak berlabelkan halal. 

3. Sumber data 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh, oleh 

peneliti secara langsung dari sumber pertama dilapangan 

 
18 Lexy L. Moleong, Metodologi Peneletian Kualitatof Edisi Revisi, (Bandung, 

Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4. 
19 Rahmadi., Pengantar Metodologi Penelitian. (Banjarmasin”: Antasari Press, 

2011), hlm.14. 
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melalui penelitian.20 Dalam penelitian ini sumber data 

primernya di antaranya yaitu hasil masyarakat dengaan 

pemilik industri produk jajanan lebaran di Kota Pekalongan 

dan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan 

penjelasan terkait dengan sumber bahan premier, baik dari 

perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian 

terdahulu.21 Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah 

referensi yang memuat berbagai data-data yang diperoleh dari 

buku-buku, jurnal, artikel dan informasi lain yang memiliki 

keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis sebagai 

kelengkapan data. 

4. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi dilakukan pertama kali sebelum melakukan 

penelitian, yaitu di berbagai tempat perdagangan makanan 

toko atau warung yang menjual makanan yang tak berlabel 

halal 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap 

muka antara pewawancara (interview) sebagai pengaju atau 

pemberi pertanyaan dengan yang di wawancarai atau 

narasumber (interview).22 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara dengan para pprodusen makanan, penjual, reseler, 

dan pembeli di Desa Krapyak Kabupaten Pekalongan. 

 
20 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 

91. 
21 Juliansyah noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2015), hlm.138. 
22 Basrowi dan suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), hlm. 188. 
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c. Dokumentasi 

Dokemntasi yaitu mencari data berupa peraturan 

perundang- undangan, arsip, laporan penelitian, buku, catatan, 

dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa 

dengan cara kualitatif, selanjutnya dilakukan proes pengolahan 

data. Setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan 

dengan menggunakan metode deduktif. Pemeriksaan terhadap 

data yang terkumpulkan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan 

perundang-undanganan, yang berkaitan dengan judul penelitian 

baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya 

untuk mendukung studi kepustakaan. Kemudian baik data primer 

maupun data sekunder dilakukan, dipilah-pilah dan dilakukan 

pengolahannya dan untuk membahas lebih mendalam dilakukan 

secara kualitatif. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat 

menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam skripsi 

ini. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah para pembaca maka si penulis akan 

menguraikan pembahasannya dengan lebih terarah yaitu menyusun 

penulisan ini berdasarkan sistematika pembahasan, adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan Dalam bab ini menjelaskan menegenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitan yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II LABELISASI HALAL TERHADAP PRODUK 

USAHA KECIL DAN MENENGAH Dalam bab ini membahas 

tentang pengertian labelisasi halal, Dasar hukum labelisasi halal, 

Pengertian perlindungan hukum, dasar hukum perlindungan hukum 
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bagi konsumen, pengertian produk UMKM, Dasar hukum 

perlindungan umkm 

BAB III Penerapan Labelisasi Halal Terhadap Produk 

Jajanan Lebaran di Kota Pekalongan yang meliputi gambaran 

umum, profil pengusaha produsen jajanan lebaran, dan Penerapan 

Labelisasi Halal Terhadap Produk Jajanan Lebaran di Kota 

Pekalongan    

BAB IV Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Pada Jajanan 

Lebaran Terhadap Keputusan Pembeli meliputi analisis terhadap 

pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian jajanan lebaran di 

Kota Pekalongan dan perlindungan hukum terhadap produk usaha 

kecil dan menengah tanpa label halal di Kota Pekalongan? 

BAB V Penutup Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan 

dari semua bab serta hasil dari analisis pada bab IV, pendapat dari 

pemikiran penulis serta saran dan kritik untuk membangun yang 

diharapkan penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian di lapangan dan pembahasan pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian jajanan 

lebaran di kota pekalongan tidak terlalu signifikan terhadap 

konsumen karena konsumen tidak memperhatikan labelisasi 

halal pada produk makanan tersebut. Labelisasi halal mempunyai 

hubungan secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk pembelian produk 

makanan. Tingkat kesadaran akan kehalalan produk makanan 

makanan yang terjangkau ditunjukan dengan adanya pengaruh 

label halal dengan keputusan membeli produk makanan. Hal ini 

dapat dimaknai bahwa label halal yang terjangkau secara 

langsung dapat memberikan informasi akan kualitas dan mutu 

produk sehingga mempengaruhi konsumen dalam proses 

keputusan membeli produk makanan. 

2. Bahwa ketentuan yang mengatur masalah label halal tidak diatur 

dalam satu aturan yang secara khsusus mengatur label halal, 

melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, dan peraturan perundang-undang yang mengatur label 

halal tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum 

terhadap konsumen Islam di Indonesia, karena ketentuan 

pencantuman label halal pada suatu produk termasuk produk 

makanan dalam kemasan bukan merupakan kewajiban, 

melainkan hanya bersifat sukarela dari pelaku usaha (produsen). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis 

mempunyai beberapa sasaran yang kiranya dapat bermanfaat bagi 

produsen, peneliti, akademis dan bagi yang membacanya: 

1. Bagi produsen atau perusahaan makanan baik olahan local 

maupun impor agar segera membuat labelisasi halal untuk 
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produknya, sehingga produk-produk yang diciptakan aman 

untuk dikonsumsi khususnya produk-produk yang diciptakan 

aman untuk dikonsumsi khusunya bagi konsumen muslim. 

Dengan adanya sertifikat dan label halal pada produk maka 

akan menimbulkann rasa percaya konsumen sehingga akan 

berpengaruh pada tingkat/volume penjualan. Dan dalam 

penerapan labelisasi pada produk makanan khususnya di 

pekalongan dan disekitarnya peran pemerintah dan lembaga 

terkait harus dimaksimalkan agar penerpana labelisasi halal 

pada produk makanan di Indonesia dapat terlaksana dan dapat 

diterapkan secara baik dimasyarakat, sehingga produk makanan 

tersebut layak dikonsumeis oleh semua masyarakat khususnya 

masyarakat yang beragama islam  

2. Bagi konsuumen harus lebih teliti sebelum memtuskan membeli 

sesuatu, untuk lebih memperhatikan label halal yang terdapat 

pada kemasan suatu produk yang dinyatakan halal oleh pihak 

yang berwenang cenderung lebih aman dibandingkan yang 

belum mencantumkan label halal, karena segala sesuatu yang 

kita makan apabila terdapat sesuatu yang berbahaya maka akan 

berdampak pada kesehatan kita, usahakan memilih produk yang 

sudah jelas hukum halalnya dari segi bahan dan pembuatan, 

karena hal itu dapat memanilisiir kita dari konsumsi makanan 

yang mengandung bahan yang berbahaya yang bersifat haram. 
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